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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

[bookmark: _Toc233448232]A. 	Kajian Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Batas Kecepatan sebagai Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Fatal di Jalan Tol
[image: ]Pembahasan mengenai kedudukan pelanggaran batas kecepatan dalam hukum pidana lalu lintas harus ditempatkan dalam hubungan antara norma lalu lintas, perilaku pengemudi, dan akibat konkret yang timbul. Hukum pidana tidak cukup melihat adanya tabrakan, tetapi menuntut pembuktian mengenai kewajiban yang dilanggar, bentuk kesalahan, akibat, dan hubungan kausal di antara seluruh unsur tersebut. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:1] [1:  Muhammad Adi Makayasa, Eddy Asnawi, dan Bahrum Azmi, “Penegakan Hukum atas Sanksi Pelanggaran Batas Kecepatan Berkendara Maksimal di Jalan Bebas Hambatan,” Eksekusi: Journal of Law 4, no. 2 (2022).] 







Gambar 4.1 Skema batas minimal dan batas kecepatan maksimal kendaraan bermotor
Skema tersebut menunjukkan bahwa jalan bebas hambatan atau jalan tol memiliki batas kecepatan minimal 60 km/jam dalam kondisi arus bebas dan maksimal 100 km/jam. Sementara itu, batas kecepatan maksimal pada jalan antarkota adalah 80 km/jam, kawasan perkotaan 50 km/jam, dan kawasan permukiman 30 km/jam. Ketentuan ini tetap harus disesuaikan dengan rambu lalu lintas serta kondisi jalan setempat.
Aspek pandangan penyidik mengenai fungsi batas kecepatan sebagai norma keselamatan memiliki arti penting karena menentukan apakah suatu pelanggaran hanya bersifat administratif atau telah menjadi bagian dari tindak pidana lalu lintas. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Kesesuaian antara bukti teknis dan keterangan menjadi ukuran penting bagi objektivitas penyidikan.[footnoteRef:2] [2:  Wawancara dengan IPDA Junaidi, S.H., selaku Penyidik Polres Batu Bara, 19 Juni 2026.] 

Secara yuridis, hubungan Pasal 106 ayat (1) dengan kewajiban mengemudi penuh konsentrasi harus dianalisis melalui fakta objektif, alat bukti, serta standar kehati-hatian yang diwajibkan kepada setiap pengemudi. Akibat berupa korban meninggal dunia memperberat konsekuensi hukum, tetapi tetap tidak menghilangkan kewajiban penyidik membuktikan setiap unsur secara objektif. Keterangan IPDA Junaidi, S.H. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:3] [3:  Pasal 106 ayat (1), Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.] 
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Dalam praktik penyidikan kecelakaan lalu lintas, hubungan Pasal 21 dengan penetapan batas kecepatan di jalan bebas hambatan merupakan titik yang harus diuji sebelum penyidik menarik kesimpulan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah kekeliruan dalam menentukan unsur kelalaian dan hubungan sebab akibat. Dokumentasi yang lengkap memperkuat akuntabilitas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas.[footnoteRef:4] [4:  Pasal 21 ayat (4), Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.] 

Ketelitian terhadap ketentuan kecepatan maksimum 100 kilometer per jam pada ruas jalan tol diperlukan agar hubungan sebab akibat tidak dibangun berdasarkan dugaan, melainkan melalui persesuaian bukti teknis dan keterangan para pihak. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Dokumentasi yang lengkap memperkuat akuntabilitas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas. Penilaian tersebut perlu dituangkan secara tertulis agar dasar yuridisnya dapat diperiksa kembali.[footnoteRef:5] [5:  Ibid.] 

Penilaian atas fakta kecepatan sekitar 110 kilometer per jam yang diakui pengemudi harus dilakukan secara menyeluruh karena satu fakta dapat memiliki makna berbeda apabila dilepaskan dari kronologi kecelakaan. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Penilaian tersebut perlu dituangkan secara tertulis agar dasar yuridisnya dapat diperiksa kembali.[footnoteRef:6] [6:  Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ovel Hutagalung, Satlantas Polres Batu Bara.] 

Dalam perkara Jalan Tol Indrapura-Kisaran, perkiraan saksi mengenai kecepatan kendaraan yang melebihi 120 kilometer per jam menjadi bagian penting untuk menjelaskan mengapa benturan dapat terjadi dan menimbulkan akibat yang sangat berat. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Kesesuaian antara bukti teknis dan keterangan menjadi ukuran penting bagi objektivitas penyidikan.[footnoteRef:7] [7:  Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam perkara kecelakaan Jalan Tol Indrapura-Kisaran, Satlantas Polres Batu Bara.] 

Kajian terhadap nilai pembuktian pengakuan pengemudi mengenai kecepatan sebelum kecelakaan juga memperlihatkan bahwa keselamatan jalan tol bergantung pada kepatuhan pengemudi terhadap batas hukum dan kemampuan dirinya sendiri. Akibat berupa korban meninggal dunia memperberat konsekuensi hukum, tetapi tetap tidak menghilangkan kewajiban penyidik membuktikan setiap unsur secara objektif. Keterangan IPDA Junaidi, S.H. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:8] [8:  Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ovel Hutagalung, Op., Cit.] 

Pembahasan mengenai batas kecepatan sebagai standar kehati-hatian objektif harus ditempatkan dalam hubungan antara norma lalu lintas, perilaku pengemudi, dan akibat konkret yang timbul. Pelanggaran batas kecepatan, keadaan mengantuk, jarak aman, kondisi jalan, keadaan kendaraan, serta tindakan pengguna jalan lain harus diperiksa sebagai satu rangkaian dan tidak boleh dipisahkan secara artifisial. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:9] [9:  Ikhwan Listiyanto, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani R.S., dan Amri Panahatan Sihotang, “Kewenangan Polri dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tol,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021).] 

Aspek pelanggaran kecepatan yang berkembang dari pelanggaran administratif menjadi persoalan pidana memiliki arti penting karena menentukan apakah suatu pelanggaran hanya bersifat administratif atau telah menjadi bagian dari tindak pidana lalu lintas. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Dokumentasi yang lengkap memperkuat akuntabilitas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas.[footnoteRef:10] [10:  M. Fakhruriza Pradana, Arief Budiman, dan Desi Andriyani, “Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tol: Studi Kasus Ruas Jalan Tol Serang Timur-Merak KM 72-KM 98,” Jurnal Fondasi 2, no. 2 (2016).] 

Secara yuridis, fungsi rambu kecepatan sebagai pemberitahuan norma kepada pengemudi harus dianalisis melalui fakta objektif, alat bukti, serta standar kehati-hatian yang diwajibkan kepada setiap pengemudi. Hukum pidana tidak cukup melihat adanya tabrakan, tetapi menuntut pembuktian mengenai kewajiban yang dilanggar, bentuk kesalahan, akibat, dan hubungan kausal di antara seluruh unsur tersebut. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:11] [11:  Wawancara dengan IPDA Junaidi, S.H., Op., Cit.] 

Dalam praktik penyidikan kecelakaan lalu lintas, kondisi jalan tol yang baik dan lengang bukan alasan melampaui batas merupakan titik yang harus diuji sebelum penyidik menarik kesimpulan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban. Pendekatan tersebut diperlukan agar penyidik dapat membedakan faktor utama, faktor yang turut berkontribusi, dan keadaan yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan kecelakaan. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:12] [12:  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 199.] 

Ketelitian terhadap kemampuan reaksi pengemudi yang menurun pada kecepatan tinggi diperlukan agar hubungan sebab akibat tidak dibangun berdasarkan dugaan, melainkan melalui persesuaian bukti teknis dan keterangan para pihak. Akibat berupa korban meninggal dunia memperberat konsekuensi hukum, tetapi tetap tidak menghilangkan kewajiban penyidik membuktikan setiap unsur secara objektif. Keterangan IPDA Junaidi, S.H. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:13] [13:  Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 112.] 

Penilaian atas pertambahan jarak henti dan energi benturan akibat kecepatan berlebih harus dilakukan secara menyeluruh karena satu fakta dapat memiliki makna berbeda apabila dilepaskan dari kronologi kecelakaan. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah kekeliruan dalam menentukan unsur kelalaian dan hubungan sebab akibat.[footnoteRef:14] [14:  Berkas Perkara Kecelakaan Lalu Lintas atas nama Ovel Hutagalung, Satlantas Polres Batu Bara.] 

Dalam perkara Jalan Tol Indrapura-Kisaran, hubungan kecepatan dengan kerusakan berat bagian depan kendaraan Innova menjadi bagian penting untuk menjelaskan mengapa benturan dapat terjadi dan menimbulkan akibat yang sangat berat. Standar kehati-hatian pengemudi diukur dari apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang wajar dalam situasi serupa, bukan hanya dari niat subjektif pengemudi setelah akibat terjadi. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:15] [15:  Muhammad Adi Makayasa, dkk., Op., Cit.] 

Kajian terhadap benturan terhadap bagian belakang kanan truk box atau tronton juga memperlihatkan bahwa keselamatan jalan tol bergantung pada kepatuhan pengemudi terhadap batas hukum dan kemampuan dirinya sendiri. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Penilaian tersebut perlu dituangkan secara tertulis agar dasar yuridisnya dapat diperiksa kembali.[footnoteRef:16] [16:  Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara kecelakaan Jalan Tol Indrapura-Kisaran Km 134+600/Km 134+800 jalur B, Satlantas Polres Batu Bara.] 

Pembahasan mengenai posisi kendaraan sebelum dan sesudah benturan sebagai petunjuk kecepatan harus ditempatkan dalam hubungan antara norma lalu lintas, perilaku pengemudi, dan akibat konkret yang timbul. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Kesesuaian antara bukti teknis dan keterangan menjadi ukuran penting bagi objektivitas penyidikan.[footnoteRef:17] [17:  Ibid.] 

Aspek jejak pengereman dan serpihan kendaraan sebagai bukti teknis memiliki arti penting karena menentukan apakah suatu pelanggaran hanya bersifat administratif atau telah menjadi bagian dari tindak pidana lalu lintas. Akibat berupa korban meninggal dunia memperberat konsekuensi hukum, tetapi tetap tidak menghilangkan kewajiban penyidik membuktikan setiap unsur secara objektif. Keterangan IPDA Junaidi, S.H. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:18] [18:  Ibid.] 

Secara yuridis, tingkat kerusakan kendaraan sebagai indikator yang harus dinilai secara hati-hati harus dianalisis melalui fakta objektif, alat bukti, serta standar kehati-hatian yang diwajibkan kepada setiap pengemudi. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah kekeliruan dalam menentukan unsur kelalaian dan hubungan sebab akibat.[footnoteRef:19] [19:  Ibid.] 

Dalam praktik penyidikan kecelakaan lalu lintas, rekonstruksi kecelakaan untuk menguji kronologi dan kecepatan merupakan titik yang harus diuji sebelum penyidik menarik kesimpulan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Dokumentasi yang lengkap memperkuat akuntabilitas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas. Penilaian tersebut perlu dituangkan secara tertulis agar dasar yuridisnya dapat diperiksa kembali.[footnoteRef:20] [20:  Wawancara dengan IPDA Junaidi, S.H., Op., Cit.] 

Ketelitian terhadap keterangan petugas patroli jalan tol mengenai kondisi jalan dan arus lalu lintas diperlukan agar hubungan sebab akibat tidak dibangun berdasarkan dugaan, melainkan melalui persesuaian bukti teknis dan keterangan para pihak. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Penilaian tersebut perlu dituangkan secara tertulis agar dasar yuridisnya dapat diperiksa kembali.[footnoteRef:21] [21:  Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Op., Cit.] 

Penilaian atas cuaca cerah dan permukaan jalan baik sebagai faktor yang mengurangi sebab eksternal harus dilakukan secara menyeluruh karena satu fakta dapat memiliki makna berbeda apabila dilepaskan dari kronologi kecelakaan. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:22] [22:  Muhammad Adi Makayasa, dkk., Op., Cit.] 

Dalam perkara Jalan Tol Indrapura-Kisaran, waktu kejadian pada pagi hari di Jalan Tol Indrapura-Kisaran menjadi bagian penting untuk menjelaskan mengapa benturan dapat terjadi dan menimbulkan akibat yang sangat berat. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:23] [23:  Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara, Op., Cit.] 

Kajian terhadap lokasi Km 134+600 sampai Km 134+800 jalur B sebagai konteks yuridis dan teknis juga memperlihatkan bahwa keselamatan jalan tol bergantung pada kepatuhan pengemudi terhadap batas hukum dan kemampuan dirinya sendiri. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah kekeliruan dalam menentukan unsur kelalaian dan hubungan sebab akibat.[footnoteRef:24] [24:  Ibid.] 

Pembahasan mengenai karakter jalan bebas hambatan yang tetap membutuhkan pengendalian kecepatan harus ditempatkan dalam hubungan antara norma lalu lintas, perilaku pengemudi, dan akibat konkret yang timbul. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Dokumentasi yang lengkap memperkuat akuntabilitas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas.[footnoteRef:25] [25:  Munzirin Rin, Ruben Achmad, dan Darmadi Djufri, “Batasan Kelalaian sebagai Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Lalu Lintas,” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7 (2025).] 

Aspek kewajiban menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan memiliki arti penting karena menentukan apakah suatu pelanggaran hanya bersifat administratif atau telah menjadi bagian dari tindak pidana lalu lintas. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:26] [26:  Pasal 115, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.] 

Secara yuridis, pelanggaran batas kecepatan dan kegagalan mengantisipasi truk di depan harus dianalisis melalui fakta objektif, alat bukti, serta standar kehati-hatian yang diwajibkan kepada setiap pengemudi. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Kesesuaian antara bukti teknis dan keterangan menjadi ukuran penting bagi objektivitas penyidikan.[footnoteRef:27] [27:  Roeslan Saleh, Op., Cit., hlm. 112.] 

Dalam praktik penyidikan kecelakaan lalu lintas, kausalitas antara kecepatan berlebih dan ketidakmampuan menghindari benturan merupakan titik yang harus diuji sebelum penyidik menarik kesimpulan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:28] [28:  Berkas Perkara Kecelakaan Lalu Lintas atas nama Ovel Hutagalung, Op., Cit.] 

Ketelitian terhadap pembedaan sebab langsung dan faktor yang turut berkontribusi diperlukan agar hubungan sebab akibat tidak dibangun berdasarkan dugaan, melainkan melalui persesuaian bukti teknis dan keterangan para pihak. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah kekeliruan dalam menentukan unsur kelalaian dan hubungan sebab akibat.[footnoteRef:29] [29:  Wawancara dengan IPDA Junaidi, S.H., Op., Cit.] 

Penilaian atas kecepatan sebagai salah satu unsur konstruksi kelalaian, bukan satu-satunya sebab harus dilakukan secara menyeluruh karena satu fakta dapat memiliki makna berbeda apabila dilepaskan dari kronologi kecelakaan. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:30] [30:  Ikhwan Listiyanto, dkk., Op., Cit.] 

Dalam perkara Jalan Tol Indrapura-Kisaran, pengaruh kelelahan perjalanan jauh terhadap kontrol kecepatan menjadi bagian penting untuk menjelaskan mengapa benturan dapat terjadi dan menimbulkan akibat yang sangat berat. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Penilaian tersebut perlu dituangkan secara tertulis agar dasar yuridisnya dapat diperiksa kembali.[footnoteRef:31] [31:  Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ovel Hutagalung, Op., Cit.] 

Kajian terhadap tidak adanya pergantian pengemudi selama perjalanan panjang juga memperlihatkan bahwa keselamatan jalan tol bergantung pada kepatuhan pengemudi terhadap batas hukum dan kemampuan dirinya sendiri. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:32] [32:  Ibid.] 

Pembahasan mengenai peringatan penumpang agar kendaraan tidak melaju terlalu kencang harus ditempatkan dalam hubungan antara norma lalu lintas, perilaku pengemudi, dan akibat konkret yang timbul. Akibat berupa korban meninggal dunia memperberat konsekuensi hukum, tetapi tetap tidak menghilangkan kewajiban penyidik membuktikan setiap unsur secara objektif. Keterangan IPDA Junaidi, S.H. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:33] [33:  Mahrus Ali, Op., Cit., hlm. 83.] 

Aspek nilai keterangan penumpang yang tidur sebelum kecelakaan memiliki arti penting karena menentukan apakah suatu pelanggaran hanya bersifat administratif atau telah menjadi bagian dari tindak pidana lalu lintas. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah kekeliruan dalam menentukan unsur kelalaian dan hubungan sebab akibat.[footnoteRef:34] [34:  Moeljatno, Op., Cit., hlm. 199.] 

Secara yuridis, nilai keterangan saksi yang tiba setelah kecelakaan harus dianalisis melalui fakta objektif, alat bukti, serta standar kehati-hatian yang diwajibkan kepada setiap pengemudi. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Dokumentasi yang lengkap memperkuat akuntabilitas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas.[footnoteRef:35] [35:  Berkas Perkara Kecelakaan Lalu Lintas atas nama Ovel Hutagalung, Op., Cit.] 

Dalam praktik penyidikan kecelakaan lalu lintas, persesuaian keterangan saksi dengan pengakuan pengemudi merupakan titik yang harus diuji sebelum penyidik menarik kesimpulan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban. Hukum pidana tidak cukup melihat adanya tabrakan, tetapi menuntut pembuktian mengenai kewajiban yang dilanggar, bentuk kesalahan, akibat, dan hubungan kausal di antara seluruh unsur tersebut. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:36] [36:  Wawancara dengan IPDA Junaidi, S.H., Op., Cit.] 

Ketelitian terhadap pembuktian batas kecepatan melalui alat elektronik apabila tersedia diperlukan agar hubungan sebab akibat tidak dibangun berdasarkan dugaan, melainkan melalui persesuaian bukti teknis dan keterangan para pihak. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:37] [37:  Andrew Stefanus Ruusen, Op., Cit.] 

Penilaian atas penggunaan data kendaraan dan rekaman jalan tol sebagai bukti pendukung harus dilakukan secara menyeluruh karena satu fakta dapat memiliki makna berbeda apabila dilepaskan dari kronologi kecelakaan. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:38] [38:  Chairul Huda, Op., Cit., hlm. 74.] 

Dalam perkara Jalan Tol Indrapura-Kisaran, keterbatasan perkiraan kecepatan berdasarkan kerusakan semata menjadi bagian penting untuk menjelaskan mengapa benturan dapat terjadi dan menimbulkan akibat yang sangat berat. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah kekeliruan dalam menentukan unsur kelalaian dan hubungan sebab akibat.[footnoteRef:39] [39:  Esse Alia Febrianti Abu, Hambali Thalib, dan Muhammad Ya’rif Arifin, “Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian,” Jurnal Legal Dialogica 1, no. 2 (2026).] 

Kajian terhadap peran ahli kecelakaan lalu lintas dalam menganalisis kecepatan juga memperlihatkan bahwa keselamatan jalan tol bergantung pada kepatuhan pengemudi terhadap batas hukum dan kemampuan dirinya sendiri. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:40] [40:  Wawancara dengan IPDA Junaidi, S.H., Op., Cit.] 

Pembahasan mengenai asas kehati-hatian dalam menarik kesimpulan teknis harus ditempatkan dalam hubungan antara norma lalu lintas, perilaku pengemudi, dan akibat konkret yang timbul. Hukum pidana tidak cukup melihat adanya tabrakan, tetapi menuntut pembuktian mengenai kewajiban yang dilanggar, bentuk kesalahan, akibat, dan hubungan kausal di antara seluruh unsur tersebut. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:41] [41:  Pasal 310 ayat (4), Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.] 

Aspek penerapan Pasal 287 ayat (5) terhadap pelanggaran batas kecepatan memiliki arti penting karena menentukan apakah suatu pelanggaran hanya bersifat administratif atau telah menjadi bagian dari tindak pidana lalu lintas. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:42] [42:  Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ovel Hutagalung, Op., Cit.] 

Secara yuridis, hubungan pelanggaran kecepatan dengan Pasal 310 ayat (4) harus dianalisis melalui fakta objektif, alat bukti, serta standar kehati-hatian yang diwajibkan kepada setiap pengemudi. Akibat berupa korban meninggal dunia memperberat konsekuensi hukum, tetapi tetap tidak menghilangkan kewajiban penyidik membuktikan setiap unsur secara objektif. Keterangan IPDA Junaidi, S.H. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:43] [43:  Ibid.] 

Dalam praktik penyidikan kecelakaan lalu lintas, kedudukan akibat empat korban meninggal dunia dalam analisis pidana merupakan titik yang harus diuji sebelum penyidik menarik kesimpulan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:44] [44:  Ibid.] 

Ketelitian terhadap kedudukan tiga korban luka dalam keseluruhan akibat kecelakaan diperlukan agar hubungan sebab akibat tidak dibangun berdasarkan dugaan, melainkan melalui persesuaian bukti teknis dan keterangan para pihak. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:45] [45:  Ikhwan Listiyanto, dkk., Op., Cit.] 

Penilaian atas penilaian proporsional terhadap perilaku sebelum tabrakan harus dilakukan secara menyeluruh karena satu fakta dapat memiliki makna berbeda apabila dilepaskan dari kronologi kecelakaan. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Penilaian tersebut perlu dituangkan secara tertulis agar dasar yuridisnya dapat diperiksa kembali.[footnoteRef:46] [46:  Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara, Op., Cit.] 

Dalam perkara Jalan Tol Indrapura-Kisaran, keterkaitan norma kecepatan, kelalaian, dan akibat fatal menjadi bagian penting untuk menjelaskan mengapa benturan dapat terjadi dan menimbulkan akibat yang sangat berat. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:47] [47:  Ibid.] 

Kajian terhadap temuan umum dari kajian hukum pidana terhadap pelanggaran kecepatan juga memperlihatkan bahwa keselamatan jalan tol bergantung pada kepatuhan pengemudi terhadap batas hukum dan kemampuan dirinya sendiri. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:48] [48:  Wawancara dengan IPDA Junaidi, S.H., Op., Cit.] 

Pembahasan mengenai implikasi penegakan hukum terhadap keselamatan jalan tol harus ditempatkan dalam hubungan antara norma lalu lintas, perilaku pengemudi, dan akibat konkret yang timbul. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah kekeliruan dalam menentukan unsur kelalaian dan hubungan sebab akibat.[footnoteRef:49] [49:  Chairul Huda, Op., Cit., hlm. 74.] 

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, pelanggaran batas kecepatan dalam perkara kecelakaan di Jalan Tol Indrapura-Kisaran tidak hanya merupakan pelanggaran tata tertib lalu lintas. Kecepatan sekitar 110 kilometer per jam, yang melampaui batas maksimum 100 kilometer per jam, harus dibaca bersama kondisi mengantuk, kegagalan menjaga jarak, dan ketidakmampuan menghindari truk di depan. Apabila rangkaian tersebut terbukti memiliki hubungan kausal dengan kecelakaan, pelanggaran kecepatan menjadi bagian dari konstruksi kelalaian yang menimbulkan akibat pidana.
Jawaban atas rumusan masalah pertama adalah bahwa hukum pidana menempatkan pelanggaran batas kecepatan sebagai pelanggaran kewajiban kehati-hatian yang dapat berkembang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menyebabkan kecelakaan fatal. Dalam perkara yang diteliti, pengakuan kecepatan 110 kilometer per jam, keterangan saksi, kondisi tempat kejadian perkara, tingkat kerusakan kendaraan, dan akibat empat korban meninggal dunia merupakan rangkaian fakta yang harus diuji secara terpadu berdasarkan Pasal 106 ayat (1), Pasal 21 ayat (4), Pasal 287 ayat (5), dan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
[bookmark: _Toc233448233]B. 	Bentuk Kelalaian Pengemudi dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Fatal di Jalan Tol pada Studi Polres Batu Bara
Pembahasan mengenai pengertian kelalaian pengemudi dalam perkara kecelakaan lalu lintas fatal harus ditempatkan dalam hubungan antara norma lalu lintas, perilaku pengemudi, dan akibat konkret yang timbul. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Penilaian tersebut perlu dituangkan secara tertulis agar dasar yuridisnya dapat diperiksa kembali.[footnoteRef:50] [50:  Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Op., Cit.] 

Tabel 4.1 Bentuk-Bentuk Kelalaian Mengemudi dan Jenisnya
	No.
	Bentuk Kelalaian
	Jenis Kelalaian
	Contoh Perilaku Mengemudi
	Risiko atau Akibat

	1
	Tidak berkonsentrasi
	Kelalaian perhatian
	Menggunakan telepon genggam, berbicara berlebihan, mengatur navigasi, atau melihat objek lain saat berkendara
	Terlambat mengerem, keluar jalur, dan menabrak kendaraan atau pejalan kaki

	2
	Mengemudi dalam kondisi mengantuk
	Kelalaian kondisi fisik
	Tetap mengemudi meskipun kelelahan, kurang tidur, atau kehilangan fokus
	Kendaraan oleng, keluar jalur, atau terjadi tabrakan

	3
	Tidak menjaga jarak aman
	Kelalaian antisipatif
	Mengikuti kendaraan di depan terlalu dekat
	Tabrakan beruntun atau tabrak belakang ketika kendaraan depan berhenti mendadak

	4
	Melebihi batas kecepatan
	Kelalaian pengendalian kecepatan
	Mengemudi terlalu cepat dan tidak menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan
	Kehilangan kendali dan memperbesar tingkat keparahan kecelakaan

	5
	Mengemudi terlalu lambat tanpa alasan
	Kelalaian terhadap kelancaran lalu lintas
	Berjalan sangat lambat di lajur cepat atau jalan bebas hambatan
	Menghambat arus lalu lintas dan memicu tabrakan dari belakang

	6
	Tidak mematuhi rambu lalu lintas
	Kelalaian terhadap peraturan
	Menerobos lampu merah, melanggar larangan berbelok, atau mengabaikan rambu berhenti
	Tabrakan pada persimpangan dan konflik dengan pengguna jalan lain

	7
	Tidak memberikan tanda saat bermanuver
	Kelalaian komunikasi
	Berbelok, berpindah lajur, atau berhenti tanpa menyalakan lampu penunjuk arah
	Pengguna jalan lain tidak dapat mengantisipasi pergerakan kendaraan

	8
	Salah menggunakan lajur
	Kelalaian posisi kendaraan
	Berpindah lajur secara mendadak, melawan arus, atau menggunakan bahu jalan
	Senggolan, tabrakan samping, dan gangguan arus lalu lintas



Secara umum, bentuk kelalaian tersebut dapat dikelompokkan menjadi kelalaian karena kurang perhatian, kelalaian kondisi fisik, kelalaian teknis kendaraan, kelalaian dalam menaati peraturan, dan kelalaian dalam mengantisipasi kondisi jalan. Apabila kelalaian pengemudi mengakibatkan kecelakaan, luka, kerusakan, atau meninggalnya seseorang, pertanggungjawabannya dapat dinilai berdasarkan akibat yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk ketentuan mengenai kecelakaan akibat kelalaian pada Pasal 310.
Aspek pandangan penyidik mengenai culpa sebagai kegagalan memenuhi standar kehati-hatian memiliki arti penting karena menentukan apakah suatu pelanggaran hanya bersifat administratif atau telah menjadi bagian dari tindak pidana lalu lintas. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Kesesuaian antara bukti teknis dan keterangan menjadi ukuran penting bagi objektivitas penyidikan.[footnoteRef:51] [51:  Ibid.] 

Secara yuridis, kewajiban pengemudi mengemudikan kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi harus dianalisis melalui fakta objektif, alat bukti, serta standar kehati-hatian yang diwajibkan kepada setiap pengemudi. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Fakta yang mendukung maupun menyangkal dugaan harus diperiksa dengan bobot yang seimbang.[footnoteRef:52] [52:  Ibid.] 

Dalam praktik penyidikan kecelakaan lalu lintas, keadaan mengantuk yang telah dirasakan sebelum kecelakaan merupakan titik yang harus diuji sebelum penyidik menarik kesimpulan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah kekeliruan dalam menentukan unsur kelalaian dan hubungan sebab akibat.[footnoteRef:53] [53:  Ibid.] 

Ketelitian terhadap pandangan pengemudi yang tiba-tiba gelap sebagai tanda hilangnya konsentrasi diperlukan agar hubungan sebab akibat tidak dibangun berdasarkan dugaan, melainkan melalui persesuaian bukti teknis dan keterangan para pihak. Akibat berupa korban meninggal dunia memperberat konsekuensi hukum, tetapi tetap tidak menghilangkan kewajiban penyidik membuktikan setiap unsur secara objektif. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:54] [54:  Ikhwan Listiyanto, dkk., Op., Cit.] 

Penilaian atas teriakan peringatan dari penumpang sesaat sebelum benturan harus dilakukan secara menyeluruh karena satu fakta dapat memiliki makna berbeda apabila dilepaskan dari kronologi kecelakaan. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Penilaian tersebut perlu dituangkan secara tertulis agar dasar yuridisnya dapat diperiksa kembali.[footnoteRef:55] [55:  M. Fakhruriza Pradana, dkk., Op., Cit.] 

Dalam perkara Jalan Tol Indrapura-Kisaran, tetap mengemudi meskipun menyadari kondisi tubuh tidak prima menjadi bagian penting untuk menjelaskan mengapa benturan dapat terjadi dan menimbulkan akibat yang sangat berat. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:56] [56:  Wawancara dengan IPDA Junaidi, S.H., Op., Cit.] 

Kajian terhadap perjalanan jauh dari Duri menuju Pantai Labu dan kembali tanpa pengemudi pengganti juga memperlihatkan bahwa keselamatan jalan tol bergantung pada kepatuhan pengemudi terhadap batas hukum dan kemampuan dirinya sendiri. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Fakta yang mendukung maupun menyangkal dugaan harus diperiksa dengan bobot yang seimbang.[footnoteRef:57] [57:  Moeljatno, Op., Cit., hlm. 199.] 

Pembahasan mengenai kelelahan fisik sebagai faktor internal yang dapat diperkirakan harus ditempatkan dalam hubungan antara norma lalu lintas, perilaku pengemudi, dan akibat konkret yang timbul. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah kekeliruan dalam menentukan unsur kelalaian dan hubungan sebab akibat.[footnoteRef:58] [58:  Roeslan Saleh, Op., Cit., hlm. 112.] 

Aspek kewajiban berhenti dan beristirahat ketika mengantuk memiliki arti penting karena menentukan apakah suatu pelanggaran hanya bersifat administratif atau telah menjadi bagian dari tindak pidana lalu lintas. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Dokumentasi yang lengkap memperkuat akuntabilitas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas.[footnoteRef:59] [59:  Pasal 287 ayat (5), Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.] 

Secara yuridis, kecepatan sekitar 110 kilometer per jam dalam keadaan mengantuk harus dianalisis melalui fakta objektif, alat bukti, serta standar kehati-hatian yang diwajibkan kepada setiap pengemudi. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Penilaian tersebut perlu dituangkan secara tertulis agar dasar yuridisnya dapat diperiksa kembali.[footnoteRef:60] [60:  Pasal 310 ayat (4), Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.] 

Dalam praktik penyidikan kecelakaan lalu lintas, gabungan kecepatan tinggi dan penurunan konsentrasi sebagai kelalaian berat merupakan titik yang harus diuji sebelum penyidik menarik kesimpulan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Kesesuaian antara bukti teknis dan keterangan menjadi ukuran penting bagi objektivitas penyidikan.[footnoteRef:61] [61:  Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ovel Hutagalung, Op., Cit.] 

Ketelitian terhadap gagal mengamati kendaraan truk yang bergerak di depan diperlukan agar hubungan sebab akibat tidak dibangun berdasarkan dugaan, melainkan melalui persesuaian bukti teknis dan keterangan para pihak. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Fakta yang mendukung maupun menyangkal dugaan harus diperiksa dengan bobot yang seimbang.[footnoteRef:62] [62:  M. Fakhruriza Pradana, dkk., Op., Cit.] 

Penilaian atas gagal menjaga jarak aman dan ruang pengereman harus dilakukan secara menyeluruh karena satu fakta dapat memiliki makna berbeda apabila dilepaskan dari kronologi kecelakaan. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:63] [63:  Wawancara dengan IPDA Junaidi, S.H., Op., Cit.] 

Dalam perkara Jalan Tol Indrapura-Kisaran, gagal menurunkan kecepatan sesuai kondisi fisik pengemudi menjadi bagian penting untuk menjelaskan mengapa benturan dapat terjadi dan menimbulkan akibat yang sangat berat. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:64] [64:  Moeljatno, Op., Cit., hlm. 199.] 

Kajian terhadap tidak melakukan tindakan pencegahan yang memadai sebelum benturan juga memperlihatkan bahwa keselamatan jalan tol bergantung pada kepatuhan pengemudi terhadap batas hukum dan kemampuan dirinya sendiri. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:65] [65:  Roeslan Saleh, Op., Cit., hlm. 112.] 

Pembahasan mengenai bentuk culpa sadar ketika risiko sebenarnya dapat diperkirakan harus ditempatkan dalam hubungan antara norma lalu lintas, perilaku pengemudi, dan akibat konkret yang timbul. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:66] [66:  Berkas Perkara Kecelakaan Lalu Lintas atas nama Ovel Hutagalung, Op., Cit.] 

Aspek bentuk culpa tidak sadar ketika pengemudi tidak memperkirakan akibat yang seharusnya dapat diperkirakan memiliki arti penting karena menentukan apakah suatu pelanggaran hanya bersifat administratif atau telah menjadi bagian dari tindak pidana lalu lintas. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:67] [67:  Munzirin Rin, dkk., Op., Cit.] 

Secara yuridis, pembedaan kelalaian biasa dan kelalaian yang memiliki konsekuensi pidana harus dianalisis melalui fakta objektif, alat bukti, serta standar kehati-hatian yang diwajibkan kepada setiap pengemudi. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:68] [68:  Wawancara dengan IPDA Junaidi, S.H., Op., Cit.] 

Dalam praktik penyidikan kecelakaan lalu lintas, standar pengemudi yang patut dan berhati-hati di jalan tol merupakan titik yang harus diuji sebelum penyidik menarik kesimpulan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban. Akibat berupa korban meninggal dunia memperberat konsekuensi hukum, tetapi tetap tidak menghilangkan kewajiban penyidik membuktikan setiap unsur secara objektif. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:69] [69:  Pasal 106 ayat (1), Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.] 

Ketelitian terhadap pengakuan tersangka sebagai salah satu alat untuk menilai kesadaran terhadap risiko diperlukan agar hubungan sebab akibat tidak dibangun berdasarkan dugaan, melainkan melalui persesuaian bukti teknis dan keterangan para pihak. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Penilaian tersebut perlu dituangkan secara tertulis agar dasar yuridisnya dapat diperiksa kembali.[footnoteRef:70] [70:  Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ovel Hutagalung, Op., Cit.] 

Penilaian atas keterangan penumpang mengenai peringatan kecepatan harus dilakukan secara menyeluruh karena satu fakta dapat memiliki makna berbeda apabila dilepaskan dari kronologi kecelakaan. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:71] [71:  Ibid.] 

Dalam perkara Jalan Tol Indrapura-Kisaran, keterangan petugas patroli tentang kondisi objektif lokasi menjadi bagian penting untuk menjelaskan mengapa benturan dapat terjadi dan menimbulkan akibat yang sangat berat. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:72] [72:  Ibid.] 

Kajian terhadap hasil olah tempat kejadian perkara sebagai dasar menilai bentuk kelalaian juga memperlihatkan bahwa keselamatan jalan tol bergantung pada kepatuhan pengemudi terhadap batas hukum dan kemampuan dirinya sendiri. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah kekeliruan dalam menentukan unsur kelalaian dan hubungan sebab akibat.[footnoteRef:73] [73:  Ibid.] 

Pembahasan mengenai sketsa tempat kejadian perkara dan arah gerak kendaraan harus ditempatkan dalam hubungan antara norma lalu lintas, perilaku pengemudi, dan akibat konkret yang timbul. Akibat berupa korban meninggal dunia memperberat konsekuensi hukum, tetapi tetap tidak menghilangkan kewajiban penyidik membuktikan setiap unsur secara objektif. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:74] [74:  Ibid.] 

Aspek kerusakan kendaraan sebagai bagian dari konstruksi kelalaian memiliki arti penting karena menentukan apakah suatu pelanggaran hanya bersifat administratif atau telah menjadi bagian dari tindak pidana lalu lintas. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:75] [75:  Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 74.] 

Secara yuridis, pemeriksaan kondisi rem, ban, kemudi, dan komponen kendaraan harus dianalisis melalui fakta objektif, alat bukti, serta standar kehati-hatian yang diwajibkan kepada setiap pengemudi. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:76] [76:  Wawancara dengan IPDA Junaidi, S.H., Op., Cit.] 

Dalam praktik penyidikan kecelakaan lalu lintas, kemungkinan faktor teknis kendaraan sebagai hipotesis alternatif merupakan titik yang harus diuji sebelum penyidik menarik kesimpulan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Fakta yang mendukung maupun menyangkal dugaan harus diperiksa dengan bobot yang seimbang.[footnoteRef:77] [77:  Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ovel Hutagalung, Op., Cit.] 

Ketelitian terhadap kondisi jalan dan cuaca sebagai hipotesis alternatif diperlukan agar hubungan sebab akibat tidak dibangun berdasarkan dugaan, melainkan melalui persesuaian bukti teknis dan keterangan para pihak. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:78] [78:  Pasal 106 ayat (1), Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.] 

Penilaian atas tindakan pengemudi truk sebagai faktor yang juga harus diperiksa harus dilakukan secara menyeluruh karena satu fakta dapat memiliki makna berbeda apabila dilepaskan dari kronologi kecelakaan. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:79] [79:  Munzirin Rin, dkk., Op., Cit.] 

Dalam perkara Jalan Tol Indrapura-Kisaran, hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kematian korban menjadi bagian penting untuk menjelaskan mengapa benturan dapat terjadi dan menimbulkan akibat yang sangat berat. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:80] [80:  Andrew Stefanus Ruusen, “Penegakan Hukum Pidana karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas,” Lex Crimen 10, no. 2 (2021).] 

Kajian terhadap uji apakah kecelakaan tetap terjadi apabila pengemudi mematuhi batas kecepatan juga memperlihatkan bahwa keselamatan jalan tol bergantung pada kepatuhan pengemudi terhadap batas hukum dan kemampuan dirinya sendiri. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:81] [81:  Chairul Huda, Op., Cit., hlm. 74.] 

Pembahasan mengenai uji apakah kecelakaan dapat dicegah apabila pengemudi beristirahat harus ditempatkan dalam hubungan antara norma lalu lintas, perilaku pengemudi, dan akibat konkret yang timbul. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Fakta yang mendukung maupun menyangkal dugaan harus diperiksa dengan bobot yang seimbang.[footnoteRef:82] [82:  Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 83.] 

Aspek kausalitas kumulatif antara mengantuk, kecepatan, dan jarak aman memiliki arti penting karena menentukan apakah suatu pelanggaran hanya bersifat administratif atau telah menjadi bagian dari tindak pidana lalu lintas. Pendekatan tersebut diperlukan agar penyidik dapat membedakan faktor utama, faktor yang turut berkontribusi, dan keadaan yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan kecelakaan. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:83] [83:  Ibid.] 

Secara yuridis, tidak adanya maksud menimbulkan korban tetapi adanya kesalahan karena kurang hati-hati harus dianalisis melalui fakta objektif, alat bukti, serta standar kehati-hatian yang diwajibkan kepada setiap pengemudi. Akibat berupa korban meninggal dunia memperberat konsekuensi hukum, tetapi tetap tidak menghilangkan kewajiban penyidik membuktikan setiap unsur secara objektif. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:84] [84:  Ibid.] 

Dalam praktik penyidikan kecelakaan lalu lintas, kemampuan bertanggung jawab pengemudi pada saat kejadian merupakan titik yang harus diuji sebelum penyidik menarik kesimpulan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Penilaian tersebut perlu dituangkan secara tertulis agar dasar yuridisnya dapat diperiksa kembali.[footnoteRef:85] [85:  Ibid.] 

Ketelitian terhadap tidak adanya alasan pembenar dalam pelanggaran norma keselamatan diperlukan agar hubungan sebab akibat tidak dibangun berdasarkan dugaan, melainkan melalui persesuaian bukti teknis dan keterangan para pihak. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Kesesuaian antara bukti teknis dan keterangan menjadi ukuran penting bagi objektivitas penyidikan.[footnoteRef:86] [86:  Ibid.] 

Penilaian atas tidak adanya alasan pemaaf yang menghapus kesalahan harus dilakukan secara menyeluruh karena satu fakta dapat memiliki makna berbeda apabila dilepaskan dari kronologi kecelakaan. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:87] [87:  Wawancara dengan IPDA Junaidi, S.H., Op., Cit.] 

Dalam perkara Jalan Tol Indrapura-Kisaran, pemeriksaan kesehatan pengemudi pascakecelakaan menjadi bagian penting untuk menjelaskan mengapa benturan dapat terjadi dan menimbulkan akibat yang sangat berat. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah kekeliruan dalam menentukan unsur kelalaian dan hubungan sebab akibat.[footnoteRef:88] [88:  Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ovel Hutagalung, Op., Cit.] 

Kajian terhadap pengaruh luka pengemudi terhadap proses pemeriksaan juga memperlihatkan bahwa keselamatan jalan tol bergantung pada kepatuhan pengemudi terhadap batas hukum dan kemampuan dirinya sendiri. Akibat berupa korban meninggal dunia memperberat konsekuensi hukum, tetapi tetap tidak menghilangkan kewajiban penyidik membuktikan setiap unsur secara objektif. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:89] [89:  Berkas Perkara Kecelakaan Lalu Lintas atas nama Ovel Hutagalung, Op., Cit.] 

Pembahasan mengenai hak tersangka memberikan keterangan tanpa tekanan harus ditempatkan dalam hubungan antara norma lalu lintas, perilaku pengemudi, dan akibat konkret yang timbul. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Penilaian tersebut perlu dituangkan secara tertulis agar dasar yuridisnya dapat diperiksa kembali.[footnoteRef:90] [90:  Esse Alia Febrianti Abu, dkk., Op., Cit.] 

Aspek pendampingan penasihat hukum dalam pemeriksaan memiliki arti penting karena menentukan apakah suatu pelanggaran hanya bersifat administratif atau telah menjadi bagian dari tindak pidana lalu lintas. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Kesesuaian antara bukti teknis dan keterangan menjadi ukuran penting bagi objektivitas penyidikan.[footnoteRef:91] [91:  Chairul Huda, Op., Cit., hlm. 74.] 

Secara yuridis, rekonstruksi untuk menguji konsistensi keterangan tersangka dan saksi harus dianalisis melalui fakta objektif, alat bukti, serta standar kehati-hatian yang diwajibkan kepada setiap pengemudi. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:92] [92:  Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan.] 

Dalam praktik penyidikan kecelakaan lalu lintas, gelar perkara untuk menilai terpenuhinya unsur kelalaian merupakan titik yang harus diuji sebelum penyidik menarik kesimpulan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah kekeliruan dalam menentukan unsur kelalaian dan hubungan sebab akibat.[footnoteRef:93] [93:  Moeljatno, Op., Cit., hlm. 199.] 

Ketelitian terhadap penerapan Pasal 310 ayat (4) terhadap akibat meninggal dunia diperlukan agar hubungan sebab akibat tidak dibangun berdasarkan dugaan, melainkan melalui persesuaian bukti teknis dan keterangan para pihak. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:94] [94:  M. Yahya Harahap, Op., Cit., hlm. 110.] 

Penilaian atas penerapan ketentuan terhadap korban luka dalam satu rangkaian peristiwa harus dilakukan secara menyeluruh karena satu fakta dapat memiliki makna berbeda apabila dilepaskan dari kronologi kecelakaan. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:95] [95:  Ibid.] 

Dalam perkara Jalan Tol Indrapura-Kisaran, kemungkinan perbarengan akibat dalam satu tindakan kelalaian menjadi bagian penting untuk menjelaskan mengapa benturan dapat terjadi dan menimbulkan akibat yang sangat berat. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:96] [96:  Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ovel Hutagalung, Op., Cit.] 

Kajian terhadap penilaian fakta yang memberatkan dan meringankan juga memperlihatkan bahwa keselamatan jalan tol bergantung pada kepatuhan pengemudi terhadap batas hukum dan kemampuan dirinya sendiri. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:97] [97:  Ibid.] 

Pembahasan mengenai konsistensi BAP, bukti teknis, dan keterangan saksi harus ditempatkan dalam hubungan antara norma lalu lintas, perilaku pengemudi, dan akibat konkret yang timbul. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah kekeliruan dalam menentukan unsur kelalaian dan hubungan sebab akibat.[footnoteRef:98] [98:  Ibid.] 

Aspek kesimpulan bentuk kelalaian dalam perkara Ovel Hutagalung memiliki arti penting karena menentukan apakah suatu pelanggaran hanya bersifat administratif atau telah menjadi bagian dari tindak pidana lalu lintas. Akibat berupa korban meninggal dunia memperberat konsekuensi hukum, tetapi tetap tidak menghilangkan kewajiban penyidik membuktikan setiap unsur secara objektif. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:99] [99:  Wawancara dengan IPDA Junaidi, S.H., Op., Cit.] 

Secara yuridis, temuan umum tentang bentuk kelalaian pengemudi di jalan tol harus dianalisis melalui fakta objektif, alat bukti, serta standar kehati-hatian yang diwajibkan kepada setiap pengemudi. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:100] [100:  Moeljatno, Op., Cit., hlm. 199.] 

Berdasarkan pembahasan tersebut, bentuk kelalaian pengemudi dalam perkara ini bersifat kumulatif. Kelalaian tidak hanya terlihat dari kecepatan yang melampaui batas, tetapi juga dari keputusan tetap mengemudi dalam perjalanan jauh tanpa pergantian, mengabaikan rasa mengantuk, tidak menurunkan kecepatan, tidak menjaga jarak aman, dan gagal mengantisipasi kendaraan di depan. Seluruh keadaan tersebut menunjukkan penyimpangan dari standar pengemudi yang wajar dan berhati-hati.
Jawaban atas rumusan masalah kedua adalah bahwa bentuk kelalaian pengemudi terdiri atas pelanggaran batas kecepatan, mengemudi dalam keadaan mengantuk dan kurang konsentrasi, tidak beristirahat setelah perjalanan panjang, tidak menjaga jarak aman, serta tidak melakukan tindakan pencegahan yang memadai ketika risiko telah dapat diperkirakan. Bentuk-bentuk tersebut harus dibuktikan melalui BAP, keterangan saksi, hasil olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan kendaraan, rekonstruksi, dan bukti teknis lainnya sehingga dapat diketahui hubungan antara kelalaian dan akibat fatal.
[bookmark: _Toc233448234]C. 	Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi atas Kecelakaan Lalu Lintas Fatal yang Disebabkan oleh Pelanggaran Batas Kecepatan dan Kelalaian
Pembahasan mengenai dasar pertanggungjawaban pidana pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas fatal harus ditempatkan dalam hubungan antara norma lalu lintas, perilaku pengemudi, dan akibat konkret yang timbul. Pendekatan tersebut diperlukan agar penyidik dapat membedakan faktor utama, faktor yang turut berkontribusi, dan keadaan yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan kecelakaan. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:101] [101:  Wawancara dengan IPDA Junaidi, S.H., Op., Cit.] 

Aspek pandangan penyidik mengenai hubungan tindak pidana dan kesalahan pengemudi memiliki arti penting karena menentukan apakah suatu pelanggaran hanya bersifat administratif atau telah menjadi bagian dari tindak pidana lalu lintas. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:102] [102:  Munzirin Rin, dkk., Op., Cit.] 

Secara yuridis, unsur setiap orang dalam Pasal 310 ayat (4) harus dianalisis melalui fakta objektif, alat bukti, serta standar kehati-hatian yang diwajibkan kepada setiap pengemudi. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Fakta yang mendukung maupun menyangkal dugaan harus diperiksa dengan bobot yang seimbang.[footnoteRef:103] [103:  Andrew Stefanus Ruusen, Op., Cit.] 

Dalam praktik penyidikan kecelakaan lalu lintas, unsur mengemudikan kendaraan bermotor dalam perkara Toyota Kijang Innova merupakan titik yang harus diuji sebelum penyidik menarik kesimpulan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:104] [104:  Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ovel Hutagalung, Op., Cit.] 

Ketelitian terhadap unsur karena kelalaiannya dalam rangkaian perilaku pengemudi diperlukan agar hubungan sebab akibat tidak dibangun berdasarkan dugaan, melainkan melalui persesuaian bukti teknis dan keterangan para pihak. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Dokumentasi yang lengkap memperkuat akuntabilitas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas. Penilaian tersebut perlu dituangkan secara tertulis agar dasar yuridisnya dapat diperiksa kembali.[footnoteRef:105] [105:  Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Op., Cit.] 

Penilaian atas unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas harus dilakukan secara menyeluruh karena satu fakta dapat memiliki makna berbeda apabila dilepaskan dari kronologi kecelakaan. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Penilaian tersebut perlu dituangkan secara tertulis agar dasar yuridisnya dapat diperiksa kembali.[footnoteRef:106] [106:  Ibid.] 

Dalam perkara Jalan Tol Indrapura-Kisaran, unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia menjadi bagian penting untuk menjelaskan mengapa benturan dapat terjadi dan menimbulkan akibat yang sangat berat. Akibat berupa korban meninggal dunia memperberat konsekuensi hukum, tetapi tetap tidak menghilangkan kewajiban penyidik membuktikan setiap unsur secara objektif. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:107] [107:  Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara, Op., Cit.] 

Kajian terhadap hubungan antara empat korban meninggal dan perbuatan pengemudi juga memperlihatkan bahwa keselamatan jalan tol bergantung pada kepatuhan pengemudi terhadap batas hukum dan kemampuan dirinya sendiri. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Fakta yang mendukung maupun menyangkal dugaan harus diperiksa dengan bobot yang seimbang.[footnoteRef:108] [108:  Wawancara dengan IPDA Junaidi, S.H., Op., Cit.] 

Pembahasan mengenai kedudukan tiga korban luka dalam pertanggungjawaban hukum harus ditempatkan dalam hubungan antara norma lalu lintas, perilaku pengemudi, dan akibat konkret yang timbul. Standar kehati-hatian pengemudi diukur dari apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang wajar dalam situasi serupa, bukan hanya dari niat subjektif pengemudi setelah akibat terjadi. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:109] [109:  Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara, Op., Cit.] 

Aspek pembuktian hubungan kausal antara kecepatan dan akibat fatal memiliki arti penting karena menentukan apakah suatu pelanggaran hanya bersifat administratif atau telah menjadi bagian dari tindak pidana lalu lintas. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Dokumentasi yang lengkap memperkuat akuntabilitas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas.[footnoteRef:110] [110:  Ibid.] 

Secara yuridis, pembuktian hubungan kausal antara kondisi mengantuk dan tabrakan harus dianalisis melalui fakta objektif, alat bukti, serta standar kehati-hatian yang diwajibkan kepada setiap pengemudi. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:111] [111:  Ibid.] 

Dalam praktik penyidikan kecelakaan lalu lintas, pembuktian bahwa faktor jalan tidak menjadi penyebab dominan merupakan titik yang harus diuji sebelum penyidik menarik kesimpulan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:112] [112:  Ibid.] 

Ketelitian terhadap pembuktian bahwa kondisi cuaca tidak menghapus tanggung jawab diperlukan agar hubungan sebab akibat tidak dibangun berdasarkan dugaan, melainkan melalui persesuaian bukti teknis dan keterangan para pihak. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:113] [113:  Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Op., Cit.] 

Penilaian atas pemeriksaan peran kendaraan truk sebagai bagian dari objektivitas penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh karena satu fakta dapat memiliki makna berbeda apabila dilepaskan dari kronologi kecelakaan. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:114] [114:  Munzirin Rin, dkk., Op., Cit.] 

Dalam perkara Jalan Tol Indrapura-Kisaran, pertanggungjawaban atas pelanggaran batas kecepatan secara terpisah menjadi bagian penting untuk menjelaskan mengapa benturan dapat terjadi dan menimbulkan akibat yang sangat berat. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:115] [115:  Andrew Stefanus Ruusen, Op., Cit.] 

Kajian terhadap pertanggungjawaban atas kecelakaan yang menimbulkan kematian juga memperlihatkan bahwa keselamatan jalan tol bergantung pada kepatuhan pengemudi terhadap batas hukum dan kemampuan dirinya sendiri. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:116] [116:  Chairul Huda, Op., Cit., hlm. 74.] 

Pembahasan mengenai kemungkinan penerapan ketentuan pidana dan pelanggaran lalu lintas secara bersama harus ditempatkan dalam hubungan antara norma lalu lintas, perilaku pengemudi, dan akibat konkret yang timbul. Akibat berupa korban meninggal dunia memperberat konsekuensi hukum, tetapi tetap tidak menghilangkan kewajiban penyidik membuktikan setiap unsur secara objektif. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:117] [117:  Wawancara dengan IPDA Junaidi, S.H., Op., Cit.] 

Aspek asas tidak ada pidana tanpa kesalahan memiliki arti penting karena menentukan apakah suatu pelanggaran hanya bersifat administratif atau telah menjadi bagian dari tindak pidana lalu lintas. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:118] [118:  Moeljatno, Op., Cit., hlm. 199.] 

Secara yuridis, kemampuan bertanggung jawab dan kesadaran pengemudi harus dianalisis melalui fakta objektif, alat bukti, serta standar kehati-hatian yang diwajibkan kepada setiap pengemudi. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:119] [119:  Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ovel Hutagalung, Op., Cit.] 

Dalam praktik penyidikan kecelakaan lalu lintas, tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf merupakan titik yang harus diuji sebelum penyidik menarik kesimpulan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:120] [120:  Munzirin Rin, dkk., Op., Cit.] 

Ketelitian terhadap proporsionalitas penerapan pidana terhadap akibat yang sangat berat diperlukan agar hubungan sebab akibat tidak dibangun berdasarkan dugaan, melainkan melalui persesuaian bukti teknis dan keterangan para pihak. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:121] [121:  Andrew Stefanus Ruusen, Op., Cit.] 

Penilaian atas kedudukan perdamaian dengan keluarga korban dalam proses pidana harus dilakukan secara menyeluruh karena satu fakta dapat memiliki makna berbeda apabila dilepaskan dari kronologi kecelakaan. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:122] [122:  Chairul Huda, Op., Cit., hlm. 74.] 

Dalam perkara Jalan Tol Indrapura-Kisaran, pemberian santunan atau ganti kerugian sebagai faktor yang tidak menghapus tindak pidana menjadi bagian penting untuk menjelaskan mengapa benturan dapat terjadi dan menimbulkan akibat yang sangat berat. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:123] [123:  Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ovel Hutagalung, Op., Cit.] 

Kajian terhadap perlindungan hak korban dan keluarga korban juga memperlihatkan bahwa keselamatan jalan tol bergantung pada kepatuhan pengemudi terhadap batas hukum dan kemampuan dirinya sendiri. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah kekeliruan dalam menentukan unsur kelalaian dan hubungan sebab akibat.[footnoteRef:124] [124:  Ibid.] 

Pembahasan mengenai hak tersangka selama penyidikan dan penahanan harus ditempatkan dalam hubungan antara norma lalu lintas, perilaku pengemudi, dan akibat konkret yang timbul. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Dokumentasi yang lengkap memperkuat akuntabilitas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas.[footnoteRef:125] [125:  M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 110.] 

Aspek kecukupan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memiliki arti penting karena menentukan apakah suatu pelanggaran hanya bersifat administratif atau telah menjadi bagian dari tindak pidana lalu lintas. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:126] [126:  Munzirin Rin, dkk., Op., Cit.] 

Secara yuridis, keterangan saksi penumpang dan petugas patroli harus dianalisis melalui fakta objektif, alat bukti, serta standar kehati-hatian yang diwajibkan kepada setiap pengemudi. Akibat berupa korban meninggal dunia memperberat konsekuensi hukum, tetapi tetap tidak menghilangkan kewajiban penyidik membuktikan setiap unsur secara objektif. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:127] [127:  Ikhwan Listiyanto, dkk., Op., Cit.] 

Dalam praktik penyidikan kecelakaan lalu lintas, keterangan tersangka dan batas nilai pembuktiannya merupakan titik yang harus diuji sebelum penyidik menarik kesimpulan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:128] [128:  Wawancara dengan IPDA Junaidi, S.H., Op., Cit.] 

Ketelitian terhadap surat medis, visum, dan surat kematian korban diperlukan agar hubungan sebab akibat tidak dibangun berdasarkan dugaan, melainkan melalui persesuaian bukti teknis dan keterangan para pihak. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:129] [129:  Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ovel Hutagalung, Op., Cit.] 

Penilaian atas barang bukti kendaraan dan hasil pemeriksaan teknis harus dilakukan secara menyeluruh karena satu fakta dapat memiliki makna berbeda apabila dilepaskan dari kronologi kecelakaan. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:130] [130:  Ibid.] 

Dalam perkara Jalan Tol Indrapura-Kisaran, bukti elektronik dari kamera pengawas atau data perjalanan menjadi bagian penting untuk menjelaskan mengapa benturan dapat terjadi dan menimbulkan akibat yang sangat berat. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:131] [131:  Mahrus Ali, Op., Cit., hlm. 83.] 

Kajian terhadap gelar perkara sebelum penetapan pasal dan pelimpahan berkas juga memperlihatkan bahwa keselamatan jalan tol bergantung pada kepatuhan pengemudi terhadap batas hukum dan kemampuan dirinya sendiri. Akibat berupa korban meninggal dunia memperberat konsekuensi hukum, tetapi tetap tidak menghilangkan kewajiban penyidik membuktikan setiap unsur secara objektif. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:132] [132:  Andrew Stefanus Ruusen, Op., Cit.] 

Pembahasan mengenai koordinasi penyidik dengan penuntut umum harus ditempatkan dalam hubungan antara norma lalu lintas, perilaku pengemudi, dan akibat konkret yang timbul. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:133] [133:  Ibid.] 

Aspek pengembalian berkas dan pemenuhan petunjuk penuntut umum memiliki arti penting karena menentukan apakah suatu pelanggaran hanya bersifat administratif atau telah menjadi bagian dari tindak pidana lalu lintas. Standar kehati-hatian pengemudi diukur dari apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang wajar dalam situasi serupa, bukan hanya dari niat subjektif pengemudi setelah akibat terjadi. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:134] [134:  Berkas Perkara Kecelakaan Lalu Lintas atas nama Ovel Hutagalung, Op., Cit.] 

Secara yuridis, objektivitas dalam menilai faktor yang meringankan harus dianalisis melalui fakta objektif, alat bukti, serta standar kehati-hatian yang diwajibkan kepada setiap pengemudi. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Dokumentasi yang lengkap memperkuat akuntabilitas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas. Penilaian tersebut perlu dituangkan secara tertulis agar dasar yuridisnya dapat diperiksa kembali.[footnoteRef:135] [135:  Esse Alia Febrianti Abu, dkk., Op., Cit.] 

Dalam praktik penyidikan kecelakaan lalu lintas, pengakuan dan sikap kooperatif sebagai faktor individualisasi merupakan titik yang harus diuji sebelum penyidik menarik kesimpulan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:136] [136:  Wawancara dengan IPDA Junaidi, S.H., Op., Cit.] 

Ketelitian terhadap rekam jejak pengemudi dan kepemilikan surat izin mengemudi diperlukan agar hubungan sebab akibat tidak dibangun berdasarkan dugaan, melainkan melalui persesuaian bukti teknis dan keterangan para pihak. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:137] [137:  Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Op., Cit.] 

Penilaian atas tanggung jawab pengemudi terhadap penumpang yang dibawanya harus dilakukan secara menyeluruh karena satu fakta dapat memiliki makna berbeda apabila dilepaskan dari kronologi kecelakaan. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Fakta yang mendukung maupun menyangkal dugaan harus diperiksa dengan bobot yang seimbang.[footnoteRef:138] [138:  Ibid.] 

Dalam perkara Jalan Tol Indrapura-Kisaran, tanggung jawab hukum sebagai sarana perlindungan keselamatan umum menjadi bagian penting untuk menjelaskan mengapa benturan dapat terjadi dan menimbulkan akibat yang sangat berat. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:139] [139:  Mahrus Ali, Op., Cit., hlm. 83.] 

Kajian terhadap fungsi pemidanaan untuk pencegahan pelanggaran kecepatan juga memperlihatkan bahwa keselamatan jalan tol bergantung pada kepatuhan pengemudi terhadap batas hukum dan kemampuan dirinya sendiri. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:140] [140:  Wawancara dengan IPDA Junaidi, S.H., Op., Cit.] 

Pembahasan mengenai fungsi penegakan hukum untuk membangun budaya istirahat dalam perjalanan jauh harus ditempatkan dalam hubungan antara norma lalu lintas, perilaku pengemudi, dan akibat konkret yang timbul. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:141] [141:  Ikhwan Listiyanto, dkk., Op., Cit.] 

Aspek pencegahan melalui pengawasan kecepatan di jalan tol memiliki arti penting karena menentukan apakah suatu pelanggaran hanya bersifat administratif atau telah menjadi bagian dari tindak pidana lalu lintas. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:142] [142:  Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 111 Tahun 2015, Op., Cit.] 

Secara yuridis, koordinasi Polres Batu Bara dengan pengelola jalan tol harus dianalisis melalui fakta objektif, alat bukti, serta standar kehati-hatian yang diwajibkan kepada setiap pengemudi. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.[footnoteRef:143] [143:  Esse Alia Febrianti Abu, dkk., Op., Cit.] 

Pencegahan kecelakaan memerlukan pengawasan kecepatan yang konsisten, edukasi mengenai risiko mengemudi dalam keadaan lelah, dan penegakan hukum yang diarahkan pada keselamatan, bukan sekadar penghukuman.[footnoteRef:144] [144:  Moeljatno, Op., Cit., hlm. 199.] 

Koordinasi Polres Batu Bara dengan pengelola jalan tol diperlukan untuk memperoleh rekaman, data perjalanan, informasi kondisi ruas, dan dukungan penanganan cepat ketika kecelakaan terjadi.[footnoteRef:145] [145:  Ikhwan Listiyanto, dkk., Op., Cit.] 

Teknologi pengukur kecepatan, kamera pengawas, dan data kendaraan dapat memperkuat pembuktian, sepanjang diperoleh secara sah, terjaga integritasnya, dan dianalisis bersama bukti lain.[footnoteRef:146] [146:  Wawancara dengan IPDA Junaidi, S.H., Op., Cit.] 

Peningkatan kapasitas penyidik diperlukan agar analisis kecepatan, kausalitas, kondisi kendaraan, dan keterangan saksi menghasilkan konstruksi perkara yang objektif serta dapat diuji.[footnoteRef:147] [147:  Pasal 310 ayat (4), Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.] 

Berdasarkan pembahasan, pertanggungjawaban pidana harus menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan korban, hak tersangka, dan tujuan pencegahan kecelakaan lalu lintas fatal. 
Jawaban atas rumusan masalah ketiga adalah bahwa pengemudi dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 310 ayat (4), Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apabila kelalaian berupa kecepatan berlebih dan hilangnya konsentrasi terbukti menyebabkan kecelakaan serta kematian orang lain. Penetapannya tetap mensyaratkan alat bukti yang cukup, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf.
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